LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2008 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan
lingkungan hidup sebagai upaya dasar dan berencana
mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan
yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
mutu hidup, perlu dijaga kelestariannya dengan berbagai usaha
dan atau kegiatan;

bahwa setiap usaha dan atau kegiatan pada dasarnya
menimbulkan dampak pada lingkungan hidup yang periu dikaji
sejak awal perencanaannya sehingga langkah pengendalian
dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat
dipersiapkan sedini mungkin;

bahwa dampak lingkungan hidup terhadap usaha dan atau
kegiatan bukan saja berdampak besar dan penting tetapi juga
punya dampak kecil dan penting serta dampak kecil oleh
karena itu diperlukannya acuan dan batasan dalam
menetapkan jenis usaha/kegiatan yang waijib dilengkapi
dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL);



d.

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan
huruf ¢ maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pengendalian Dampak Lingkungan;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia ~ Nomor 2943) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548) dan perubahan kedua dengan Undang-undang




Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3838); '

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2005
tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2005, Nomor 9 Seri C Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang tentang
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci
Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kerinci Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan
BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3
4

10.

Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
Bupati adalah Bupati Kerinci.

Instansi Pengelola Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut Instansi Teknis adalah Instansi Pemerintah
Kabupaten Kerinci yang tugas pokoknya menangani Bidang
Lingkungan Hidup.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia
dan perilakunya yang mempengaruhi  kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk
hidup lain.

Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan
hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu
usaha dan atau kegiatan.

Dampak kecil dan penting adalah perubahan lingkungan
hidup yang kurang mendasar yang diakibatkan oleh suatu
usaha dan atau kegiatan.

Dampak kecil adalah perubahan lingkungan hidup yang tidak
mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau
kegiatan.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk
melestarikan lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan
penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan,
pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang
dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau
kegiatan.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan
penting terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat dari
rencana usaha dan atau kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut
RPL adalah upaya pemantauan kemampuan lingkungan hidup
yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana
usaha dan atau kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL
adalah upaya penanganan dampak kecil dan penting
terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari
rencana usaha dan atau kegiatan.

Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL
adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang
terkena dampak kecil dan penting akibat dari rencana usaha
dan atau kegiatan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya
disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan
penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan
pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan
atau kegiatan.

Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DKL) adalah upaya
pengelolaan lingkungan untuk penanganan kegiatan yang
berdampak kecil dan penting yang tidak termasuk pada
kategori UKL dan UPL

Rekomendasi Kelayakan Lingkungan adalah rekomendasi
yang diberikan kepada setiap jenis usaha dan atau kegiatan
yang telah memenuhi kriteria layak lingkungan.

Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang
bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau
kegiatan yang akan dilaksanakan.

Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai
dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup.



20. Komisi Teknis adalah komisi yang bertugas menilai dokumen
pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari bidang
keahlian masing-masing.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengendalian Dampak Lingkungan dimaksudkan sebagai salah satu
upaya untuk melakukan pengendalian terhadap dampak penting dari
suatu usaha dan atau kegiatan.

Pasal 3

Pengendalian Dampak Lingkungan bertujuan agar sumber daya alam
dan lingkungan hidup dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan
untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk
melindungi kelestarian hidup flora dan fauna.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 4

Subjek Pengendalian Dampak Lingkungan adalah orang pribadi atau
badan hukum yang usaha dan atau kegiatannya kemungkinan dapat
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang meliputi :

a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;

b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun
yang tak terbaharui;

C. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat

menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam
dalam pemanfaatannya;

d. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi
lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial
dan budaya;



(1)

(2

3)

proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi
pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau
perlindungan cagar budaya;

introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad
renik;
pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;

penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi
besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup; dan

kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau
mempengaruhi pertahanan negara.

Pasal 5

Objek Pengendalian Dampak Lingkungan meliputi :
a. Jenis usaha dan atau kegiatan yang waijib dilengkapi
dengan AMDAL;

b. Jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL
dan UPL;

C. Jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan DKL; dan

d. Jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan Izin Gangguan (HO).

Rincian bidang, jenis kegiatan, skala/besaran jenis usaha dan
atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, UKL dan UPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan kegiatan
yang wajib dilengkapi dengan DKL diatur dengan Peraturan
Bupati.



BAB IV
REKOMENDASI KELAYAKAN LINGKUNGAN
Pasal 6

(1)  Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan
atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib
memiliki rekomendasi kelayakan lingkungan.

(2) Rekomendasi kelayakan lingkungan diberikan pada jenis
usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi persyaratan
layak lingkungan.

3) Rekomendasi kelayakan lingkungan merupakan syarat yang
wajib dimiliki untuk mendapatkan izin melakukan usaha
dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang

berwenang.
Bagian Kesatu
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Rekomendasi
Pasal 7

(1) Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan secara tertulis dan
diajukan ke Bupati melalui Instansi Teknis dengan
persyaratan sebagai berikut :

a. Surat pernyataan bersedia melakukan upaya pengelolaan
lingkungan (UKL) ;

| b. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan
pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas
lingkungan yang rusak atau tercemar;

c. Hasil studi AMDAL atau;
d. Hasil studi UKL dan UPL; dan
e. Hasil studi DKL.

(2) Ketentuan tata cara / mekanisme pemberian rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.
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Bagian Kedua
Pemprosesan Rekomendasi
Pasal 8

Untuk memproses permohonan rekomendasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 diperlukan adanya saran teknis dari
Tim Peneliti.

Tim Peneliti terdiri dari Komisi Teknis dan Komisi Penilai.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian
permohonan rekomendasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Tim Peneliti diusulkan oleh Instansi Teknis dan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Tim Peneliti mengadakan penelitian terhadap hasil
studi AMDAL, UKL dan UPL, serta DKL serta mengadakan
penelitian langsung ke lokasi yang direncanakan untuk
dijadikan tempat usaha.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat
dalam Berita Acara yang merupakan saran teknis sebagai
kelengkapan permohonan rekomendasi.

Pasal 10

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku selama
tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan diterbitkan oleh
instansi yang menangani lingkungan hidup.

(1)
)

Pasal 11

Setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang rekomendasi
diwajibkan untuk mendapatkan legalisasi rekomendasi.

Tata cara dan prosedur legalisasi rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.
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Pasal 12

Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. tidak mendapatkan legalisasi rekomendasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);

b. berakhirnya kegiatan ; dan

c. pencabutan rekomendasi.

Pencabutan rekomendasi dilakukan apabila :

a. pemegang rekomendasi tidak melakukan kegiatan selama
1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya rekomendasi;

b. pemegang rekomendasi melakukan kegiatan usaha yang
bertentangan dengan isi rekomendasi;

c. rekomendasi dipindahtangankan tanpa pemberitahuan
kepada Bupati;

d. pemegang rekomendasi tidak melaksanakan AMDAL, UKL,
UPL dan DKL.

Rekomendasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan
dalam hal :

a. perolehan rekomendasi dilakukan dengan tidak melalui
prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 7;

b. membahayakan kepentingan umum.

Pasal 13

Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (2) terlebih dahulu dilakukan melalui proses
peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang
waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari terhitung sejak
diterimanya Surat Peringatan.

Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pemberhentian
sementara kegiatan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Apabila pembekuan rekomendasi dilakukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka
rekomendasinya dicabut.



BAB V
PENGGOLONGAN REKOMENDASI
Pasal 14

Penggolongan rekomendasi didasarkan atas prediksi dampak
lingkungan yang ditimbulkan, terdiri dari:

(1)

)

dampak besar dan penting wajib AMDAL;
dampak kecil dan penting wajib UKL dan UPL; dan

dampak kecil tidak wajib AMDAL atau UKL dan UPL tetapi
wajib DKL.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan studi
AMDAL, UKL, UPL dan DKL adalah tanggung jawab instansi
teknis.

Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan waijib
memberikan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
usaha dan atau kegiatan minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada
Instansi teknis.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 16

Jenis usaha dan atau kegiatan yang dilarang untuk dikelola adalah
jenis usaha dan atau kegiatan yang dilarang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII

SANKSI
Pasal 17

(1) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 atau Pasal 11 dapat
dikenakan sanksi berupa pencabutan rekomendasi dan izin.

(2) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) juga dilakukan terhadap pelanggaran :

a. Persyaratan pokok yang diajukan ternyata mengandung
cacat, masih dalam sengketa, kekeliruan,
penyalahgunaan, ketidakberadaan,  ketidakakuratan,
kebohongan dan atau tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. Pelaksanaannya telah- menyimpang dari ketentuan dan
persyaratan yang ada dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

c. Dalam waktu selama-lamanya 6 ( enam ) bulan ternyata
tidak terpenuhinya suatu keharusan yang berdasarkan
peraturan perundag-undangan yang berlaku; dan

d. Usaha dan atau kegiatan telah dihentikan selama 12
( dua belas ) bulan berturut-turut dan tidak diajukan lagi.

(3) Tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut :

a. Kepada penanggung jawab diberikan teguran pertama
secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya
30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan
pelanggaran;

b. Apabila teguran pertama sebagaimana dimaksud pada
huruf a belum dindahkan oleh penanggung jawab,
dikenakan teguran kedua secara tertulis dalam jangka
waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh ) hari untuk segera
menghentikan pelanggaran :
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c. Apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf
b belum diindahkan oleh penanggun jawab, dikenakan
teguran ketiga secara tertulis dalam jangka waktu selama-
lamanya 30 ( tiga puluh ) hari untuk segera menghentikan
pelanggaran :

d. Apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf
¢ belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan
pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

pejabat yang berwenang wajib memberikan kesempatan

seluas mungkin kepada penanggung jawab usaha dan atau
kegiatan untuk memberikan penjelasan.

Kepala Instansi teknis untuk dan atas nama Bupati
mengajukan rekomendasi pencabutan izin usaha dan atau
kegiatan.

Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang
mengeluarkan izin usaha dan atau kegiatan.

Pasal 18

Penanggung jawab dapat dikenakan sanksi berupa
penghentian atau penutupan sementara usaha dan atau
kegiatan.

Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :

a. Sifat dan bobot pelanggarannya.

b. Belum terpenuhi persyaratan pokok yang telah
ditentukan.

c. Pelanggaran atau kesalahan yang bersifat teknis

Tata cara pengenaan sanksi penghentian atau penutupan
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
melalui tahapan sebagai berikut :
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a. Pemberitahuan secara teknis kepada pelaksana usaha dan
atau kegiatan dengan disertai alasan yang jelas dan wajar

b. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib diberi
kesempatan secukupnya untuk memberikan penjelasan.

c. Pejabat yang berwenang setelah mempertimbangkan
berbagai aspek dapat melakukan pengenaan sanksi
berupa penghentian atau penutupan sementara usaha
dan atau kegiatan.

Penghentian atau penutupan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh pejabat
yang berwenang bagi usaha dan atau kegiatan yang
bersangkutan.

Kepala Instansi teknis untuk dan atas nama Bupati
mengajukan surat rekomendasi penghentian atau penutupan
sementara usaha dan atau kegiatan kepada pejabat
berwenang yang mengeluarkan izin usaha dan atau kegiatan.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 19

Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
di bidang lingkungan agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas.



b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan
yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
lingkungan tersebut.

c. Minta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
lingkungan.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
lingkungan dan pertambangan.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti
pembukuan, pencatat, dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan dan
pertambangan.

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruang atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang
atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada
huruf e;

h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana
dampak lingkungan dan pertambangan;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan menurut
hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Sd s
.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan
kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.
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BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Setiap orang yang melanggar terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diancam pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan
pencemaran lingkungan hidup diancam pidana sesuai
Undang-Undang yang mengatur tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Dokumen AMDAL, UKL-UPL sebagai kelengkapan perizinan
bagi setiap usaha dan atau kegiatan yang telah berlaku
sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini.

Selambat-lambatnya 1 ( satu ) tahun setelah berlakunya
Peraturan Daerah ini, setiap orang dan penanggung jawab
usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan
perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan Pengendalian
Dampak Lingkungan yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan
Daerah ini.



Pasal 23
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungaipenuh
pada tanggal 4 September 2008

BUPATI KERINCI,

dto
H. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungaipenuh
pada tanggal 9 September 2008

RIS DAERAH KERINCI,

H. MAARUF KA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2008 NOMOR 7



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

1. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di
Kabupaten Kerinci adalah telah terjadi penurunan daya dukung
lingkungan. Pemasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya
kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian
lingkungan hidup. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor antara
lain : perubahan fungsi dan tatanan lingkungan, penurunan fungsi
dan kwalitas lingkungan, tidak adanya keterpaduan pengelolaan
sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan
dalam pengengalian lingkungan hidup antara berbagai pihak, kurang
optimalnya pemanfaatan ruang kota serta pencemaran lingkungan
yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan industri, aktivitas
rumah tangga dan lalu lintas kendaraan bemotor. Tingginya tingkat
kepadatan penduduk dan aktifitasnya telah memberikan efek
samping vyaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung
lingkungan untuk menerima beban buangan limbah baik limbah
padat, cair dan emisi.

Permasalahan lingkungan tersebut di atas perlu diupayakan
dengan jalan dilakukannya pengendalian secara terpadu antar
berbagai sektor, stake holders di Kabupaten Kerinci. Untuk
mencegah, menanggulangi dan atau melakukan pemulihan
pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan dengan
berbagai program antara lain : pengendalian pencemaran dan
rehabilitasi lingkungan hidup, penyelamatan hutan, tanah dan air,
pengembangan sumberdaya manusia pengolola lingkungan hidup,
pengembangan sistem informasi lingkungan, pentaatan dan
penegakan hukum lingkungan,  peningkatan sumberdaya
kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan dan
penataan perizinan bidang lingkungan hidup.



Dalam pengendalian lingkungan periu memperhatikan
berbagai pendekatan sebagai langkah tindak yang dilakukan, yaitu
pendekatan sebab terhadap sumber masalah, pendekatan program
yang sinergi / keterpaduan antar sektor dan pendekatan kewilayahan
atau keruangan.

Oleh Karena itu agar terdapat kejelasan arah kebijakan dalam
pengendalian lingkungan diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah
yang mengatur dan mengendalikan pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan. Diharapkan agar semua usaha dan atau kegiatan
yang menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dapat ditekan
dalam rangka menopang keberlanjutan pembangunan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan usaha dan atau kegiatan yang
menimbulkan dampak lingkungan adalah suatu
aktifitas manusia yang bertujuan untuk memperoleh
suatu keuntungan tertentu (baikk secara :
ekonomi/sosial/politik dil) yang berpotensi atau dapat
menimbulkan suatu perubahan terhadap suatu
kondisifrona lingkungan hidup yang ada disekitarnya.
Rona lingkungan hidup tersebut dapat berupa
lingkungan abiotik, biotik dan atau sosial ekonomi,
budaya serta kesehatan masyarakat.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
a. Bidang AMDAL untuk usaha dan atau kegiatan
sebagaimana dimaksud harus terletak pada suatu
lokasi yang sesuai dengan peruntukannya seperti
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah / Daerah (RTRW)



yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan bahwa
studi/kajian AMDAL tersebut sudah mempunyai
kejelasan lokasi atau pada suatu satuan ekosistem
yang sesuai. Oleh karena itu penyusun AMDAL ini
wajib melaksanakan setelah mendapatkan izin lokasi
dan sebelum kegiatan konstruksi usaha dan atau
kegiatan yang bersangkungan dilaksanakan.

_ Bahwa UKL —UPL untuk usaha dan atau kegiatan
sebagaimana dimaksud harus terletak pada suatu
lokasi yang sesuai dengan peruntukannya seperti
dalam Rencana Tata Ruang Wwilayah / Daerah
( RTRW) yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan
bahwa studi / kajian UKL-UPL tersebut sudah
mempunyai kejelasan lokasi atau pada suatu satuan
ekosistem yang sesuai. Oleh Karena itu penyusun
UKL-UPL waijib dilaksanakan setelah menyebabkan izin
lokasi atau sebelum kegiatan konstruksi usaha dan
atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan persyaratan untuk pengajuan dan
| penerbitan izin adalah :
| a. Bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib
| melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
( AMDAL ) maka harus melengkapi / melampirkan
Rekomendasi Kelayakan Lingkungan beserta dokumen
Rencana Pengelolaan Lingkugan ( RPL ) dan dokumen
rencana Pemantauan Lingkungan ( RKL ) sebagai
persyaratan perizinan. ( PP Nomor 27 tahun 1999 ).
b. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang waijib menyusun
Upaya Pengelolaan Lingkungan ( UKL ) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan ( UPL ) maka harus
melengkapi / melampirkan Rekomendasi Kelayakan
Lingkungan, sebagai persyaratan perizinan ( KepMen
LH Nomor 86 Tahun 2002 ).




c. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib
menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
( AMDAL ) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan ( UKL )
dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL ), maka
harus menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan
(DKL) dan harus melengkapi/melampirkan
Rekomendasi Kelayakan Lingkungan, sebagai
persyaratan perizinan.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Laporan sebagaimana yang disampaikan kepada
instansi pengelola lingkungan hidup, sekurang-
kurangnya mengenai :
a. Pemantauan kualitas lingkungan.
b. Mengetahui waktu-waktu terjadinya pencemaran
dan atau perusakan lingkungan hidup.



c. Mengetahui media lingkungan yang terkena

dampak.
d. Perkiraan Sumber Pencemar dan atau perusakan

lingkungan.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 19




LAMPIRANI:

PERATURAN DAERAH KAB. KERINCI

NOMOR 7 TAHUN 2008
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2008

JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN

YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN AMDAL

A. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

¥

/ED7/

No Jenis Kegiatan Skala/Besaran
1. | Pembangunan Gedung Amunisi Pusat & Daerah Semua Besaran
2. | Pembangunan Pangkalan TNI AL Kelas A dan Kelas B
3. | Pembangunan Pangkalan TNI AU Kelas A dan Kelas B
4. | Pembangunan Pusat Latihan Tempur Luas > 5.000 Ha
5. | Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU | Luas > 5.000 Ha
dan POLRI
B. BIDANG PERTANIAN
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran
1. | Budidaya tanaman pangan & Hortikultura :
v’ Semusin dg/tanpa unit pengolahannya. Luas > 1.000 Ha
v' Tahunan dg/tanpa unit pengolahannya. Luas > 2.500 Ha
2. | Budidaya tanaman Perkebunan :
a. Semusim dg/tanpa unit pengolahannya :
v Dim kawasan budidaya non kehutanan Luas > 1.500 Ha
¥'Dlm kawasan budidaya kehutanan Semua besaran
b. Tahunan dg/tanpa unit pengolahannya :
v Dlm kawasan budidaya non kehutanan Luas > 1.500 Ha
v'Dlm kawsan budidaya Kehutanan Semua besaran
C. BIDANG PERIKANAN
Jenis Kegiatan Skala/Besaran
Perikanan
wak udang/ikan tingkat teknmologi maju dan | Luas > 25 Ha
\ atau tanpa unit pengelolaannya
wya Perikanan terapung (jaring apung dan
Danau) Luas> 1,25 Ha
atau jumlah > 250
Unit




D. BIDANG KEHUTANAN

No Jenis Kegiatan Skala/Besaran
1. | Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan | Semua Besaran
Alam (HA)
b. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayn (UPHHK) dari Hutan | Luas > 2.500
Tanaman (HT) Ha/etat
2. | Setiap Jenis Usaha dan atau kegiatan yang melakukan usaha
dan atau kegiatan dalam kawasan konservasi/Taman | Semua Besaran
Nasional/Cagar Alam
E. BIDANG PERHUBUNGAN
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran
1. | Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api Panjang > 15 Km
2. | Kontruksi Bangunan Jalan Rel di Bawah Permukaan Tanah Semua Besaran
3. | Pembangunan Terminal Terpadu Moda dan Fungsi Luas>1Ha
4. |a. Pengerukan Perairan dengan capital dredging Vol > 250.000 m*

b. Pengerukan Perairan Sungai dan/atau laut yang memotong
_naterial karang dan/atau batu

5._| Pembangunan Pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut :

a. Dermaga dengan bentuk kontruksi sheet pile atau open pile

b. Dermaga dengan kontruksi masif

c. Penahan Gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang
(break water)

d. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti
kemas dlil)

€. Single point mooring boey

Reklamasi (pengurungan)

Kegiatan Penempatan Hasil Keruk (dumping) di Darat

Pembangunan Bandar Udara Baru Beserta Fasilitasnya (untuk
Fixed Wing maupun Rotary Wing)

Semua Besaran

Panjang > 1.00 m
Luas > 3.000 m’
Semua Besaran

Panjang > 100 m

Luas>2.5 Ha
Untuk Kapal >
5.000 DWT

Luas > 15 Ha atau
Vol > 250.000 m?
Vol > 250.000 m?
atau luas area
dumping

>2.5Ha

Semua  Besaran
kel bandar udara
(A<B dan O©)
beserta hasil study
rencana induk
yang telah
disetujui.




Pengembangan Bandar Udara beserta salah satu fasilitas
berikut :

a. Landasan pacu

b. Terminal Penumpang atau terminal kargo

c. Pengambilan Air Tanah

Panjang > 100 m
Luas > 1000 m®

> 25 liter/dtk (dari
1 sumur s/d 5
sumur dalam satu

area < 10 Ha)

10. | Perluasan Bandar Udara '
Beserta/atau fasilitasnya :
a. - Pemindahan Penduduk, atau > 100 KK
- Pemisahan Lahan >50Ha
b. Pemotongan Bukit dan Pengurangan Lahan dengan volume V(S)Iume 250.000
m
F. BIDANG KESEHATAN
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran
1. | Pembangunan Rumah Sakit Kelas A dan B atau yang setara
G. BIDANG PERINDUSTRIAN
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran
1. | Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker) Semua Besaran
2. | Industri Pulp atau Industri Kertas yang terintegrasi dengan industri | Semua Besaran
pulp, kecuali pulp dari kertas bekas dan pulp untuk kertas budaya.
3. | Industri Petrokimia Hulu Semua Besaran
4. | Industri Pembuatan Besi dasar atau baja dasar (iron and steel | Semua Besaran
making) meliputi usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk
dasar seperti peller bijih besi, besi spons, besi kasar/pig iron,
paduan besi/alloy, ingot baja, pellet baja, baja bloom dan baja slab.
5. | Industri Pembuatan Timah Hitam (Pb) Dasar (termasuk industri | Semua Besaran
daur ulang)
6. | Industri Pembuatan tembaga (Cu) dasar/katoda tembaga (bahan | Semua Besaran
baku dari Cu konsentrat)
7. | Industri Pembuatan Aluminium Dasar (Bahan Baku dari Alumina) | Semua Besaran
8. | Kawasan Industri (termasuk komplek industri yang terintegrasi) Semua Besaran
9. | Industri Bahan Kimia Organik dan Anorganik yang memproduksi | Semua Besaran
material yang digolongkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
10. | Industri Baterai Kering (yang menggunakan bahan baku | Semua Besaran
merkuri/Hg)
11. | Industri Baterai Basah (akumulator listrik) Semua Besaran
12. | Kegiatan Industri yang tidak termasuk angka 1 s/d 12 Semua Besaran
13. | Penggunaan areal :
a. Urban:
- Kota Sedang >17,5Ha




- Kota Kecil >10Ha
b. Rural/Pedesaan >15Ha

i

H. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No Jenis Kegiatan Skala/Besaran
1. | Pembangunan Bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya
- Tinggi >75m
- Atau Luas Genangan > 100Ha

2. | Daerah Irigasi
a. Pembangunan Baru

- Luas >1.000 Ha
b. Peningkatan
- Luas Tambahan > 500 Ha
c. Pencetakan sawah
- Luas (per kelompok) >250 Ha
3. | Pengembangan Rawa : ,
Reklamasi Rawa untuk kepentingan Irigasi > 500 Ha
4. | Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai
- Jarak dihitung tegak lurus pantai >250m
5. | Normalisai Sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir :
a. Kota Sedang
- Panjang >5km
- Atau Volume pengerukan > 250.000 m®
b. Pedesaan
- Panjang >75km
- Atau Volume pengerukan > 250.000 m’
6. | Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran di luar
daerah milik jalan :
a. Kota Sedang
- Panjang >5km
- Atau Luas >5ha
b. Pedesaan
- Panjang >15km

7. | Persampahan .
a. Pembuangan dengan sistem Control Landfill/Sanitary Landfill

(diluar B3)

- Luas >5ha

- Atau Kapasitas > 5.000 ton
b. TPA di Dacrah Pasang Surut

- Luas : >25Ha

- Atau Kapasitas Total > 2.500 ton
¢. Pembangunan Transfer Station

- Kapasitas > 500 ton/hari
d. TPA dengan Sistem Open Dumping Semua Ukuran

¢. Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah terpadu




- Kapasitas > 250 ton/hari
f. Pengolahan dengan insenerator
- Kapasitas > 250 ton/hari
g. Composting Plant
- Kapasitas > 50 ton/hari
8. | Pembangunan Perumahan/Permukiman >50Ha
9. | Air Limbah Domestik
a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), | >1Ha
termasuk fasilitas penunjangnya. i
b. Pembangunan Instalasi Air Limbah (IPAL) limbah domestik | > 1,5 Ha
termasuk fasilitas penunjangnya.
¢. Pembangunan Sistem Perpipaan Air Limbah, Luas layanan. > 250 Ha
10. | Pembangunan Saluran Drainasc Permukiman :
- Pembangunan Saluran, panjang >5km
11. | Pengambilan Air dari danau, sungai, mata air permukaan, atau
sumber air permukaan lainnya
- Debit Pengambilan > 125 Vdtk
12. | Pembangunan Pusat Perkantoran, Pendidikan, Olahraga, Kesenian,
Tempat ITbadah, Pusat Perdagangan/Perbelanjaan  Relatif
terkosentrasi
- Luas Lahan | >25Ha
- Atau Bangunan , > 5.000 m*
13. | Pembangunan  kawasan  permukiman untuk  pemindahan
penduduk/transmigrasi :
- Jumlah Penduduk yang dipindahkan > 100 KK
- Atau Luas Lahan > 50 Ha
1. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
a. Pertambangan Umum
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran
1. | Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi
- Luas Perizinan (KP), atan > 100 Ha
- Luas Daerah Terbuka untuk Pertambangan >25Ha
) {(kumulatifftabun)
2. | Tahap Eksploitasi
a. Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi | > 125000 ton/thn
dan/atau pengembangan panas bumi (ROM)
b. Batubara/Gambut > 125.000 ton/thn
(ROM)
c. Bijih Primer > 125000 ton/thn
(ROM)
d. Bijih Sekunder / endapan alluvial > 125.000 ton/thn
(ROM)
e. Bahan Galian Non Logam atau Bahan Galian | > 125000 ton/thn
Golongan C (ROM)




a. PLTD/PLTG/PLTUPLTGU
b. Eksploitasi dan Pengembangan Uap Panas Bumi dan
atau Pembangunan Panas Bumi
¢. Pembangunan PLTA dengan :

- Tinggi Bendungan

- Atau Luas Genangan

- Atau Aliran Langsung (kapasitas daya)
d. Pembangunan Pembangkit Listrik dari jenis lain (Surya,
Angin, Biomassa dan Gambut).

f Bahan Galian Radioaktif, termasuk pengolahan, | Semua Besaran
penambangan dan pemurnian
g. Bahan Galian Timbal, termasuk pengolahan, | Semua Besaran
penambangan dan pemurnian
3. | Tambang di Laut Semua Besaran
4. | Melakukan Penempatan Tailing di bawah laut (submarine | Semua Besaran
tailing disposal)
5. | Melakukan pengolahan bijih dengan proses sianida atau | Semua Besaran
amalgamasi
b. Minyak dan Gas Bumi
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran
1. | Eksploitasi Migas dan Pengembangan Produksi
a. di Darat
- Lapangan Minyak >2.500 BOPD
- Lapangan Gas > 15 MMSCFD
b. di Laut , Semua Besaran
2. | Transmisi Migas (tidak termasuk pembinaan di dalam
lapangan) :
a. Di Darat
- Panjang >25km
- Atau Diameter Pipa > 10 inci
b. Di Laut Semua Besaran
3. | Pembangunan Kilang
-LPG > 25 MMSCFD
-LNG > 225 MMSCFD
- Minyak >5BOPD
4. | Pembangunan Kilang Minyak > 5.000 BOPD
5. | Kilang Minyak Pelumas Bekas (termasuk fasilitas | > 5.000 ton/tahun
penunjang)
c. Listrik dan Pemanfaatan Energi
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran
1. | Pembangunan Jaringan Transmisi >75KV
2. | Pembangunan :

> 50 MW (dim 1 lok)
>25 MW

>75m
> 100 Ha
>25MW

>5MW




d. Geologi Tata Lingkungan

No

Jenis Kegiatan

Skala/Besaran

1.

Pengambilan Air Bawah Tanah (sumur tanah dangkal, sumur | > 25 Vdtk (dari 1

tanah dalam dan mata air)

sumur, atau dari 5
sumur dalam area < 10
Ha)

J. BIDANG PARIWISATA

No Jenis Kegiatan Skala/Besaran
1. | Taman Rekreasi >50Ha
2. | Kawasan Pariwisata Semua Besaran
3. | Hotel : ‘
- Jumlah kamar > 100 Unit
- Atau Luas Bangunan >25Ha
4. | Lapangan Golf (tidak termasuk driving range) Semua Besaran

K. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

No

Jenis Kegiatan

Skala/Besaran

1.

Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan  dan/atau
penimbunan limbah B3 scbagai kegiatan utama

Semua Kegiatan yang
bersifat jasa pelayanan,
komersial, menectap dan
mengelola berbagai jenis
dan sifat limbah B3 (tidak
termasuk kegiatan skala
kecil seperti pengumpulan
minyak pelumas bekas,
minyak kotor dan slope
oil, pemanfaatan timah dan
flux solder)

L. BIDANG REKAYASA GENETIKA

No

Jenis Kegiatan

Skala/Besaran

Introduksi jenis-jenis tanaman, hewan dan jasad renik produk | Semua Besaran

bioteknologi hasil rekayasa genetika
Budidaya produk bioteknologi hasil rekayasa genetika

Semua Besaran

BUPATI KERINC],

dto
H. FAUZI SIIN




LAMPIRANII :

PERATURAN DAERAH KAB. KERINCI

NOMOR 7 TAHUN 2008
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2008

JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL).

A. BIDANG PERINDUSTRIAN

No Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Skala/Besaran
1. | Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, | Produksi Riil > 1.100
binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan ton/tahun
2. | Binatang Lunak atau Binatang berkulit keras beku, ikan | Produksi Riil > 1.000
atau biota perairan lainnya beku ton/tahun
3. | Kecap Produksi Riil > 1 Juta
L/tahun
4. | Tahu Kedelai 1.500
ton/tahun
5. | - Ransum/pakan jadi untuk ikan dan biota perairan lainnya | Produksi riil > 250
ton/tahun
- Ransum/pakan jadi untuk ternak besar, ternak kecil, | Produksi riil > 1.000
aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk | ton/tahun
tepung; butiran, pelet)
- Ransum/pakan jadi untuk hewan Produksi riil > 1.000
ton/tahun
6. |- Ransum setengah jadi/konsentrat untuk ternak besar, | Produksi riil > 1.000
ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas ton/tahun
- Pakan jadi untuk ternak besar, ternak kecil, unggas dan | Produksi riil > 1.000
ternak lainnya. ton/tahun
7. | Penggergajian dan Pengawetan Kayu Produksi riill > 5000
ton/tahun
8. | Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel Investasi > Rp. 200
: Juta
9. | Perabot Rumah Tangga lainnya Investasi > Rp. 200
Juta
10. | Industri Percetakan dan Penerbitan Produksi riil > 0,25
Juta m*#tahun




11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ubin Semen, bata/dinding dan genteng dari semen, pipa
beton bertulang dan tiang dan bantalan beton, barang
lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan/sisa dan
jasa penunjang industri barang dari semen untuk
konstruksi

- Perlengkapan Rumah tangga dari tanah liat tanpa atau
dengan gaizur,hiasan rumah tangga dan pot bunga segala
jenis dari tanah liat hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang
industri barang dari tanah liat untuk keperluan Rumah
Tangga

- Piring Tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis)
cangkir dan piring tanah liat tanpa/dengan glazur

- Batu Bata berongga atau tidak berongga press mesin

- Batu Bata Press mesin dengan tangan, semen merah,
kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil
ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dan
tanah liat.

Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan

bangunan hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri

barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.

Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan

bangunan hasil ikutan/sisa dan jasa pendukung industri

barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya.

Industri alat dapur dari aluminium

Alat Pertukangan, Pertanian dan dapur dari logam

Barang dari Aluminium untuk bangunan

Pembuatan Ketel dan Bejana Tekan

Industri Mesin Pertanian dan Perlengkapan

Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin-mesin Pertanian
Mesin pengolah/pengerjaan logam dan Perlengkapannya

Mesin pengolah/pengerjaan Kayu dan Perlengkapannya

Investasi
Juta

Investasi
Juta

Investasi
Juta

Investasi
Juta
Investasi
Juta

Investasi
Juta

Investasi
Juta

Investasi
Juta
Investasi
Juta
Investasi
Juta
Investasi
Juta
Investasi
Juta

Investasi
Juta
Investasi
ton/tahun
Investasi
ton/tahun

v

v

v

IV

IV

v

v

A%

v

v

A%

v

A%

>

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

500

300

300

300

300

300

500

300

500

300

300

500

300

50




Pemeliharaan dan Perbaikan mesin logam dan kayu

24. Investasi > Rp. 50
ton/tahun
25. | Mesin Pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil | Kapasitas > Rp. 50
kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta | unit/tahun
mesin pengolah lainnya.
26. | Mesin Pembangkit Listrik Investasi > Rp. 300
Juta
27. | Mesin Las Listrik
Investasi > Rp. 300
Juta
B. BIDANG PERDAGANGAN
No Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Skala/Besaran

1. | Laboratorium Surveyor Semua Besaran

2. | Laboratorium Penguji Mutu (LPM) Semua Besaran

3. | Pasar Swalayan (Supermarket) atau Toko Serba Ada | Semua Besaran

(Departement Store)

4. | Usaha Jasa Pergudangan (Veem) Semua Besaran
(Tidak termasuk
lahan & bangunan)

5. | Pusat Pertokoan/Perdagangan Luas Areal < 2,5 Ha
atau Luas Bangunan
<5.000 m

6. | Bengkel yang memerlukan surat izin usaha perdagangan | Semua Besaran

dan tergolong perusahaan besar

7. | Toko Bahan Kimia Semua Besaran

8. | Oli Bekas Volume > 500
Liter/Bulan
(tidak termasuk lahan
& bangunan)

C. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
No Jenis Usaha dan/atan Kegiatan Skala/Besaran

Percetakan Sawah pada Kawasan Hutan

Luas 50 Ha s/d 500 Ha
dan terletak pada satu
hamparan lokasi




Percetakan Sawah diluar Kawasan Hutan

Luas 50 Ha s/d 250 Ha
dan terletak pada satu
hamparan lokasi

3. | Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim | Luas 50 Ha s/d < 1.000
dengan atau tanpa unit pengolahannya yang terletak pada | Ha
satu hamparan lokasi dengan luas

4. | Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan | Luas 100 Ha s/d <
dengan atau tanpa unit pengolahannya yang terletak pada | 2.500 Ha
satu hamparan lokasi dengan luas y

5. | Penggilingan padi dan penyosohan beras Kapasitas Terpasang >
0,15 ton

6. | Bila Lahan yang ada didalamnya terdapat kegiatan terpadu | Semua Besaran

seperti butir 1 s/d 5 tersebut diatas yaitu kegiatan | tersebut diatas
percetakan sawah dan atau budidaya tanaman pangan dan
hortikultura semusim dan atau tahunan dengan atau tanpa
unit pengolahannya
D. BIDANG PETERNAKAN

No | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Besaran/Skala

1. | Budidaya burung puyuh atau burung dara. .. Populasi > 12.500 ekor
dan terletak pada suatu
hamparan lokasi.

2. | Budidaya Ayam Ras pedaging Jumlah produksi >
7.500 ekor per siklus
dan terletak pada suatu
hamparan lokasi.

3. | Budidaya itik dan atau angsa dan ataau entok Populasi > 7.500 ekor
dan terletak pada suatu
hamparan lokasi
Jumlah induk > 5.000
ekor dan terletak pada
suatu hamparan lokasi.

4. | Budidaya ayam ras petelar Populasi > 150 ekor
dan terletak pada suatu
hamparan lokasi.

5. | Budidaya kambing dan atau domba Populasi > 50 ekor dan
terletak pada suatn
hamparan lokasi.

6. | Budidaya sapi potong Populasi > 35 ekor dan
terletak pada suvatu
hamparan lokasi.

7. | Budidaya kerbau Populasi > 10 ekor dan
terletak pada suatu
hamparan lokasi.




8. | Budidaya sapi perah Populasi > 25 ekor dan
terletak pada suvatu
hamparan lokasi

9. | Budidaya kuda Semua Besaran

10. | Semua pembibitan ternak Semua Besaran

11. | Rumah pemotongan hewan yang digunakan paling sedikit | Semua Besaran

untuk memenuhi kebutuhan local daerah Tingkat I (
Kabupaten/Kota)

12. | Stasiun karantina hewan Semua Besaran '

13. | Pasar hewan diperkotaan Semua Besaran

14. | Semua usaha budidaya hewan dan atan temak yang | Semua Besaran

didatangkan dari luar negari

15. | Budidaya ternak secara terpadu (lebih dari satu jenis | Semua Besaran

ternak) yang terletak pada suatu hamparan lokasi
E. BIDANG PERIKANAN
No | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Besaran/Skala
1. | Budidaya air payau
a. Budiaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan | Luas lahan 2,5 ha s/d 25
mangrove, menggunakan teknologi intensif atai semi | ha
intensif dan/atau dengan unit pembekuan/cold strage
dan/atau unit pembuatan es balok
b. Pembenihan udang Kapasitas produksi benur
> 20 juta ekor per tahun

2. | Budidaya air tawar Ukuran 25 m’, berjumlah

a. Budidaya ikan air tawar dengan jaringan apung 25 unit atau lebih dengan
menggunakan lahan
seluas 0,25 ha

b. Pen Sistem dalam air tawar menggunakan tcknologi | Ukuran 150 m?

insentif berjumlah 5 unit atau
lebih dengan
menggunakan lahan

) seluas 0,25 ha

c. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi | Luas lahan 2,5 ha s/d 25

insentif ha

3. | Usaha penanganan / pengolahan

a. Usaha pengolahan tradisional

b. Usaha penaganan / pengolahan ikan modern/maju
seperti :
e Pembekuan / cold storage
e Pengalengan ikan

Kapasitas > 2,5 ton per
unit

Semua besaran
Semua besaran




F. BIDANG PRASARANA DAERAH

No Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Satuan Skala/Besaran
1 | a. Pembangunan Bendungan atau Waduk | Tinggi atau 3ms/d<75m
Luas Genangan |
atau 25 ha s/d< 100 Ha
50.000 s/d 250.000
Daya Tampung | m®
b. Rehabilitasi Bendungan atau Waduk Tinggi atau >75m
Luas Genangan
atau > 100 Ha
Daya Tampung | > 250.000 m2
2 | Daerah Irigasi
a. Pembangunan Daerah Irigasi Luas Areal 250 ha s/d < 1000 Ha
b. Rehabilitasi dan Peningkatan Daerah
Irigasi Luas Areal atau | > 500 Ha
Tambahan Luas
Areal 250 ha s/d <500 Ha
c. Percetakan Sawah Luas Areal 100 Ha s/d <250 Ha
3 | Pengembangan Rawa
a. Reklamasi rawa pasang surut Luas areal 250 Ha s/d < 500 Ha
b. Reklamasi non pasang surut / lebak Luas areal 250 Ha s/d < 500 Ha
4 | Jalanraya :
a. Bangunan/peningkatan ]alan dengan
pelebaran dilvar DAMIJA
- Kota Besar/Metropolitan
- Panjang 0,5km s/d <2,5km
- Atau Luas 1Has/d<2,5Ha
- Kota Sedang
- Panjang 1,Skms/d<5km
- Atau Luas 1Has/d<5Ha
- Perdesaan - inter urban : 2.5kms/d <15km
b. Peningkatan dengan pelebaran didalam
DAMIJA
- Kota Besar/Metropolitan-
Arteri/Kolektor Panjang >5km
5 | Persampahan :
a. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
dengan Sistem Control Landfill/ Luas <5Ha
Sanitary Landfill Kapasitas < 5.000 ton
b. TPA di daerah pasang surut Luas <2,5Ha
Kapasitas <2500 ton




c. Pembangunan Transfer Stasion Kapasitas < 500 ton/hari
d. Pembangunan Incenerator Operasional semua ukuran
Kapasitas
¢. Bangunan Komposting dan Daur Ulang | sampah Baku > 2 ton/hari
>250m
6 | Pembangunan Perumahan/Permukiman
a. Kota Metropolitan Luas 1Has/d<12,5Ha
b. Kota Besar Luas 1Has/d<25Ha
c. Kota Sedang, Kecil Luas 1Has/d<50Ha -
7 | Peremajaan Perumahan dan Permukiman
a. Kota Metropolitan dan Besar Luas >0,5Ha
b. Kota Sedang Luas >1Ha
¢. Revitalisasi Kawasan (memfungsikan
kembali kawasan) Luas >0,5Ha
8 | Pembangunan Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT)
dan Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL)
a. IPLT <1Ha
b. IPAL <1,5Ha
9 | Drainase Permukiman Perkotaan :
a. Pembangunan Saluran di Kota Besar
dan
Metropolitan )
- Drainase Utama Panjang <2,5km
- Drainase Sekunder dan Tertier Panjang 0,5km-25km
b. Pembangunan Saluran di Kota Sedang
- Drainase Utama Panjang <5km
- Drainase Sekunder dan Tertier Panjang 1km-5km
¢. Pembangunan Saluran di Kota Kecil Panjang >2,5km
10 | Pembangunan Bangunan Gedung Luas Lantai <5.000 m
11 | Air Bersih Perkotaan :
a. Pembangunan Jaringan Retribusi Luas Layanan 50 Ha s/d <250 Ha
b. Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi | Panjang 1kms/d<5km
¢. Pengambilan air baku dari sungai,
danau dan sumber air lainnya Debit 25 1/dt s/d <125 1/dt
d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air
dengan Pengolahan lengkap Debit >25Vdt
¢. Pengambilan air tanah dalam Debit >2.5 l/dt dan < 25




Vdt
12 | Pembangunan Kawasan Terpadu Luas Lahan atau | <2,5 Ha
Luas Lantai
Bangunan <5.000 m
13 | Pembangunan Kawasan Permukiman
untuk Pemindahan Penduduk dan atau
Permukiman kembali '
a. Jumlah Penduduk yang dipindahkan 25 KK - 100 KK
b. Atau Luas lahan kawasan 1 Ha-50Ha
14 | Pembangunan Kegiatan Asphalt Mixing
Plant (AMP) Kapasitas Semua Besaran
G. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
No | Jenis Usaha dan /atau Kegiatan Satuan Skala/Besaran
1. Bidang kehutanan
Pembangunan Taman Sari Luas <125 ha

2. Bidang perkebunan

1. Budidaya tanaman perkebunan | Luas 50 s/d < 1.500

semusim, dengan atau tanapa unit
pengolahannya
Budidaya tanaman  perkcbunan

ha dan terletak pada
satu hamparan lokasi.
Luas 100 s/d < 1.500

tanaman atau tanpa unit | ha dan terletak pada
pengolahannya satu hamparan lokasi.
H. BIDANG KESEHATAN
No | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Besaran/Skala
1. | Rumah sakit kelas C atau yang sctara (puskesmas, | Luas lahan <1 ha
rumah bersalin) Lléas bangunan < 5.000
m
Jumlah tempat tidur <
150 buah
2. | Laboratorium kesahatan pemerintah meliputi :
1. Balai laboratorium kesehatan atau yang setara Semua besaran
2. Balai teknis keschatan lingkungan atau yang setara Semua besaran
3. | Laboratorium keschatan swasta meliputi :
1. Laboratorium klinik utama Semua besaran
2. Laboratorium keschatan masyarakat utama Semua besaran




4. | Industry farmasi pormulasi obat Semua besaran
5. | Perusahaan obat tradisional golongan pabrik jamu Semua besaran
L BIDANG TENAGALISTRIKAN
No Jenis Usaha dan /atau Kegiatan Skala/Besaran Keterangan
1. Pembangunan jaringan transmisi. .. 15 kV < Kapasitas
<75kV
2. Pembangunan Kapasitas < 50 MW
PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU... ...
3. Pembangunan PLTP................ Kapasitas < 25 MW
4, Pembangunan PLTA dengan :
e Tinggibendungatau... ............ I1m-25m
e Luas genangan atau............... 10 ha < kapasitas <
100 ha
o Aliran langsung (kapasitas 0,25 MW <
daya)... kapasitas 25 MW
5. Pembangunan pusat listrik dan jenis lain | 0,5 MW < kapasitas <
(surya, angin, biomasa dan gambut)....... 5 MW
6. Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri | > 2.500 watt s/d < Wajib
(genset)................ 5 mega watt membuat
Sumur resapan
7. Tenaga listrik untuk kepentingan umum | > 2.500 watt s/d < Wajib
(genset) 5 mega watt membuat
Sumur resapan
J. BIDANG TRANSMIGRASI
No | Jenis Usaha dan /atau Kegiatan Kiriteria Ket
1. | Pembangunan kawasan permukiman untuk pemindahan
penduduk/transmigrasi :
# Jumlah penduduk yang dipindahkan atau.........
eLuasiahan.................... < 100 KK
<50 ha




K. PERTAMBANGAN UMUM

No | Jenis Usaha dan /atau Kegiatan Skala/besaran Ket
1. Luas perizinan (KP) atau............ <100 ha
2. Luas daerah terbuka untuk penambangan
e Tahap eksploitasi produksi : <25ha
3. Bahan galian bukan logam atau gol C < 125.000 m’/thn (rom) ‘
4. | Batubara/gambut................... < 125.000 m*/thn (rom)
5. Biji primer...................cccoeeue. < 100.000 m*/thn (rom)
6. Penggalian tanah untuk konstruksi terowongan | Semua besaran
saluran bawah tanah untuk air bersil/air kotor,
pipa gas....
L. MINYAK DAN GAS BUMI
No | Jenis Usaha dan /atau Kegiatan Skala/besaran Ket
1. | Niaga minyak dan gas bumi
SPBU, SPBS, SPNLG............... Semua besaran
M. BIDANG PARIWISATA
No | Jenis Usaha dan /atau Kegiatan - Skala/besaran Ket
Sarana
Hotel Bintang
1. | Jumlahkamar....................... <100
2. | Luaslahan atau......... <1ha
3. | Luas lahan bangunan.............. <5.000 m’
4. | Hotel melati <20 kamar
5. | Motel Semua besaran
6. | Penginapan remaja (Graha Wisata) < 20 kamar
7. | Hunian wisata (service apartcment)
« Jumlah kamar...................... <100
eLuaslahanatau..................... <1ha
*Luasbangunan..................... <5.000 m*
8. | Pondok wisata (guest house) <20 kamar
9. | Restoran/ rumah makan......... <50 kursi




10. | Jasa boga / catering............... < 50 porsi / hari
11. | Tempat konvensi, pemeran, dan  balai | Semua besaran
pertemuan..........................
Objek dan daya tarik wisata
1. | Objek wisata denganluas ......... >0,5ha
2. | Taman rekreasi dengan huas....... >25ha
3. | Gelanggang renang................. Semua besaran
4. | Gelanggang bola gelinding ....... Semua besaran
5. | BioSKOpP......coiveeiiiiiiiiienn, Semua besaran ;
6. | Arena latihan golf (driving range)... Semua besaran
N. BIDANG PERHUBUNGAN
No | Jenis Usaha dan /atau Kegiatan Skala/besaran Ket
Bidang Perhubungan Darat
1. Angkutan Jalan
a. Terminal Penumpang 0,25ha<Luas 2,5ha
b. Terminal Barang Luas<2,5ha
¢. Depo 0,05 ha<Luas<2,5 ha
d. Pengujian Kendaraan Bermotor 0,05ha<luas<2,5ha
2. Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
a. Dermaga 25 m < panjang < 100 m
b. Kedalaman Tambatan - 1 m <kedalaman <-35m
¢. Botol Kapal sandar Bobot < 1500 DWT
d. Terminal Penumpang 0,25ha<luas<25ha
e. Pengerukan Sungai/Danau 50.000 m® < volume
< 500.000 m *
O. BIDANG TELEKOMUNIKASI
No | Jenis Usaha dan /atau Kegiatan Skala/besaran Ket
1. | Pembangunan Tower/Menara Telekomunikasi Semua Besaran
BUPATI KERINCI,
dt o
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